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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Gelar Doktor Kehormatan;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 142);

4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
Il sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

2. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar
kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada
seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa
bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau
berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

3. Senat Perguruan Tinggi adalah organ perguruan tinggi yang
menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan
pengawasan terhadap pemimpin perguruan tinggi dalam pelaksanaan
otonomi perguruan tingggi bidang akademik.

4. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 2

(1) Perguruan Tinggi dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada
warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
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